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Default in property sale and purchase agreements, especially 

related to delays in house handover by developers, is a significant 

legal problem for consumers. Although regulations have regulated 

consumer protection mechanisms, their implementation still faces 

various obstacles, including the imbalance in position between 

consumers and developers. This study aims to analyze the concept of 

default in property sale and purchase agreements, identify the rights 

of affected consumers, and explore the effectiveness of available 

legal protection mechanisms. Using normative legal methods, this 

study examines relevant laws and regulations, legal doctrines, and 

court decisions. The results of the study indicate that existing 

dispute resolution mechanisms are not fully effective in providing 

optimal protection for consumers, especially in terms of legal 

certainty and access to rights recovery. This study offers a more 

adaptive legal protection model to improve consumers' bargaining 

position in property transactions. These findings are expected to be 

the basis for policy makers in formulating fairer and more 

implementable regulations to protect consumer rights in property 

sale and purchase transactions. 

 

PENDAHULUAN   

Perjanjian jual beli properti merupakan salah satu bentuk transaksi yang 

berkembang pesat seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan hunian. 

Namun, dalam praktiknya, sering terjadi permasalahan hukum yang berkaitan dengan 

wanprestasi, terutama terkait keterlambatan serah terima rumah oleh pengembang. 

Dalam banyak kasus, konsumen mengalami kerugian akibat keterlambatan tersebut, 

baik dalam bentuk finansial maupun non-finansial, yang pada akhirnya mempengaruhi 

hak-hak mereka sebagai pihak yang beritikad baik dalam perjanjian (Ali & 

Simanjuntak, 2020). Meskipun peraturan perundang-undangan telah mengatur 
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mekanisme perlindungan bagi konsumen dalam transaksi jual beli properti, 

implementasinya masih menemui berbagai kendala. 

Permasalahan utama dalam konteks wanprestasi ini terletak pada 

ketidakseimbangan posisi antara pengembang dan konsumen dalam kontrak jual beli 

properti. Konsumen sering kali terikat pada klausul yang kurang menguntungkan, 

sementara pengembang memiliki posisi tawar yang lebih kuat (Wijaya & Setiawan, 

2019). Dalam kondisi ini, konsumen sering kali tidak memiliki cukup daya untuk 

menuntut haknya ketika terjadi keterlambatan serah terima rumah. Studi oleh Rahman 

et al. (2021) menunjukkan bahwa meskipun terdapat regulasi yang melindungi hak-hak 

konsumen, seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Menteri 

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dalam praktiknya, banyak konsumen yang 

masih mengalami kesulitan dalam menuntut haknya karena keterbatasan akses terhadap 

mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif. 

Sementara penelitian sebelumnya telah membahas wanprestasi dalam perjanjian 

jual beli properti, sebagian besar penelitian tersebut berfokus pada hubungan 

kontraktual antara pengembang dan kontraktor atau aspek umum wanprestasi. Kajian 

yang secara spesifik membahas hak-hak konsumen dalam menghadapi keterlambatan 

serah terima rumah masih terbatas. Misalnya, penelitian oleh Lestari dan Nugroho 

(2022) lebih menitikberatkan pada aspek yuridis tanggung jawab pengembang tanpa 

menggali lebih dalam mengenai mekanisme perlindungan konsumen dalam menghadapi 

wanprestasi ini. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut 

dengan mengeksplorasi hak-hak konsumen dan mekanisme hukum yang dapat mereka 

tempuh dalam kasus keterlambatan serah terima rumah. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep wanprestasi dalam perjanjian 

jual beli properti, khususnya dalam konteks keterlambatan serah terima rumah. Selain 

itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hak-hak konsumen yang terdampak 

akibat wanprestasi dan mengeksplorasi efektivitas mekanisme perlindungan hukum 

yang tersedia bagi mereka. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan rekomendasi bagi regulator, pengembang, serta konsumen dalam 

menciptakan kontrak jual beli properti yang lebih adil dan seimbang. 

Posisi penelitian ini terletak pada fokusnya yang lebih spesifik terhadap 

hubungan hukum antara konsumen dan pengembang dalam konteks keterlambatan serah 

terima rumah. Penelitian sebelumnya umumnya membahas wanprestasi dalam transaksi 

properti dari perspektif umum atau hanya meninjau aspek hukum yang berkaitan dengan 

tanggung jawab pengembang tanpa menyoroti secara mendalam hak-hak konsumen. 
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Sebagai contoh, studi oleh Rijali et al. (2018) meneliti bentuk perlindungan hukum 

terhadap konsumen dalam perjanjian jual beli rumah yang belum dibangun, tetapi tidak 

secara khusus membahas keterlambatan serah terima rumah dan dampaknya terhadap 

konsumen. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi dalam mengisi kesenjangan 

literatur dengan memberikan analisis yang lebih mendalam mengenai hak-hak 

konsumen serta upaya hukum yang dapat mereka tempuh dalam menghadapi 

wanprestasi oleh pengembang. 

Kebaruan yang ditawarkan dalam penelitian ini terletak pada analisis hukum 

yang lebih spesifik mengenai wanprestasi dalam perjanjian jual beli properti dari 

perspektif hak-hak konsumen. Selain itu, penelitian ini mengembangkan model 

perlindungan hukum yang dapat diterapkan dalam menyelesaikan sengketa 

keterlambatan serah terima rumah. Dengan demikian, penelitian ini memberikan 

kontribusi bagi pengembangan regulasi dan praktik hukum yang lebih efektif dalam 

melindungi konsumen dalam transaksi jual beli properti. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang menelaah 

aturan hukum yang berlaku terkait wanprestasi dalam perjanjian jual beli properti serta 

perlindungan hukum bagi konsumen dalam menghadapi keterlambatan serah terima 

rumah. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini mencakup pendekatan 

perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), 

serta pendekatan kasus (case approach) untuk menganalisis berbagai putusan 

pengadilan yang relevan. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan 

(library research), dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, 

serta putusan pengadilan yang terkait dengan wanprestasi dan perlindungan konsumen. 

Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menafsirkan dan mengkaji norma 

hukum dalam konteks permasalahan yang diteliti. Dengan demikian, penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, 

khususnya dalam bidang hukum perdata dan perlindungan konsumen. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli Properti: Perspektif Hukum dan 

Implementasi di Indonesia 
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Wanprestasi dalam perjanjian jual beli properti, khususnya dalam konteks 

keterlambatan serah terima rumah oleh pengembang, merupakan permasalahan hukum 

yang sering terjadi di Indonesia. Wanprestasi dalam konteks ini terjadi ketika 

pengembang tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian, baik dalam hal 

waktu serah terima maupun kualitas bangunan yang dijanjikan. Menurut Pasal 1238 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), wanprestasi terjadi ketika 

debitur lalai dalam memenuhi kewajibannya setelah diberikan peringatan atau somasi 

oleh kreditur. Dalam kasus jual beli properti, pengembang sebagai debitur berkewajiban 

untuk menyerahkan rumah sesuai dengan waktu dan spesifikasi yang telah disepakati 

dalam perjanjian. 

Dalam praktiknya, konsumen sering menghadapi kendala dalam menuntut haknya 

ketika terjadi wanprestasi oleh pengembang. Berdasarkan penelitian Rahman dan Putri 

(2021), salah satu faktor utama yang menyebabkan lemahnya posisi konsumen dalam 

perjanjian jual beli properti adalah keberadaan klausul baku dalam perjanjian yang 

sering kali lebih menguntungkan pengembang. Klausul tersebut dapat berupa ketentuan 

yang memberikan fleksibilitas bagi pengembang dalam menentukan waktu serah terima 

tanpa adanya sanksi yang jelas ketika terjadi keterlambatan. 

Selain itu, perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi properti telah diatur 

dalam beberapa regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen (UUPK) serta Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat (Permen PUPR) Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Perjanjian 

Pendahuluan Jual Beli (PPJB). Namun, efektivitas implementasi regulasi tersebut masih 

menghadapi berbagai tantangan. Studi yang dilakukan oleh Lestari dan Nugroho (2022) 

menunjukkan bahwa salah satu hambatan utama dalam perlindungan hukum bagi 

konsumen adalah lemahnya pengawasan terhadap kepatuhan pengembang terhadap 

regulasi yang ada. 

Di sisi lain, putusan pengadilan dalam kasus sengketa keterlambatan serah terima rumah 

menunjukkan adanya keberagaman dalam pertimbangan hukum yang digunakan oleh 

hakim. Dalam beberapa kasus, hakim memberikan putusan yang menguntungkan 

konsumen dengan mewajibkan pengembang untuk memberikan kompensasi akibat 

keterlambatan. Namun, dalam kasus lain, hakim lebih menitikberatkan pada klausul 

dalam perjanjian yang sering kali lebih berpihak kepada pengembang. Oleh karena itu, 

diperlukan harmonisasi regulasi dan peningkatan mekanisme penyelesaian sengketa 

yang lebih efektif untuk memastikan perlindungan hukum bagi konsumen dalam 

transaksi properti. 
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2. Mekanisme Penyelesaian Sengketa dan Perlindungan Hukum bagi Konsumen 

dalam Kasus Wanprestasi Properti 

Dalam menghadapi wanprestasi akibat keterlambatan serah terima rumah, konsumen 

memiliki beberapa opsi mekanisme penyelesaian sengketa, baik melalui jalur litigasi 

maupun non-litigasi. Jalur litigasi ditempuh melalui pengadilan dengan mengajukan 

gugatan perdata terhadap pengembang yang wanprestasi. Pasal 1243 KUH Perdata 

menyatakan bahwa pihak yang dirugikan akibat wanprestasi berhak menuntut ganti rugi 

atas kerugian yang dideritanya. Namun, proses peradilan sering kali memakan waktu 

lama dan biaya tinggi, sehingga banyak konsumen yang enggan menempuh jalur ini. 

Sebagai alternatif, mekanisme penyelesaian sengketa non-litigasi melalui Badan 

Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau mediasi diharapkan dapat menjadi 

solusi yang lebih efektif. Menurut penelitian Wijaya dan Setiawan (2019), penyelesaian 

sengketa melalui BPSK memiliki beberapa keunggulan, seperti proses yang lebih cepat, 

biaya yang lebih terjangkau, serta adanya peran mediator yang dapat membantu 

mencapai kesepakatan yang adil bagi kedua belah pihak. Namun, tantangan yang 

dihadapi dalam mekanisme ini adalah masih rendahnya kesadaran konsumen terhadap 

keberadaan BPSK serta keterbatasan wewenang BPSK dalam mengeksekusi putusan. 

Selain mekanisme penyelesaian sengketa, upaya perlindungan hukum bagi konsumen 

dalam transaksi properti juga dapat dilakukan melalui penguatan regulasi dan 

pengawasan terhadap pengembang. Studi yang dilakukan oleh Sukma et al. (2020) 

menyoroti pentingnya peningkatan pengawasan terhadap perjanjian jual beli properti, 

khususnya dalam aspek klausul baku yang sering kali merugikan konsumen. Salah satu 

rekomendasi yang diajukan dalam penelitian tersebut adalah perlunya kebijakan yang 

lebih ketat dalam mengawasi kontrak jual beli properti, termasuk kewajiban bagi 

pengembang untuk mencantumkan klausul yang memberikan kepastian hukum bagi 

konsumen terkait waktu serah terima rumah dan mekanisme kompensasi dalam hal 

keterlambatan. 

Selain aspek regulasi, peran lembaga keuangan yang terlibat dalam pembiayaan properti 

juga menjadi faktor penting dalam perlindungan konsumen. Dalam banyak kasus, 

keterlambatan serah terima rumah berdampak pada konsumen yang telah terikat dalam 

skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Studi oleh Nugroho dan Prasetya (2021) 

menunjukkan bahwa terdapat ketidakseimbangan antara kewajiban konsumen dalam 

membayar cicilan KPR dengan tanggung jawab pengembang dalam menyerahkan 

rumah. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, perbankan, dan 

pengembang dalam menciptakan skema pembiayaan yang lebih adil bagi konsumen. 

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi 

konsumen dalam menghadapi wanprestasi properti masih menghadapi berbagai 
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tantangan, baik dalam aspek regulasi, pengawasan, maupun mekanisme penyelesaian 

sengketa. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih komprehensif dalam 

meningkatkan efektivitas perlindungan hukum bagi konsumen, termasuk melalui 

penguatan regulasi, peningkatan peran BPSK, serta sinergi antara pemerintah dan sektor 

swasta dalam menciptakan ekosistem properti yang lebih adil dan transparan. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan 

bahwa wanprestasi dalam perjanjian jual beli properti, khususnya keterlambatan serah 

terima rumah oleh pengembang, masih menjadi permasalahan hukum yang signifikan di 

Indonesia. Konsumen sering kali berada dalam posisi yang lemah akibat adanya klausul 

baku yang lebih menguntungkan pengembang serta minimnya pengawasan terhadap 

implementasi perjanjian jual beli. Meskipun regulasi seperti Undang-Undang 

Perlindungan Konsumen dan Peraturan Menteri PUPR telah mengatur perlindungan 

bagi konsumen, efektivitas implementasi masih menghadapi berbagai tantangan. 

Mekanisme penyelesaian sengketa bagi konsumen yang mengalami wanprestasi dapat 

dilakukan melalui jalur litigasi maupun non-litigasi. Namun, penyelesaian melalui 

pengadilan sering kali memakan waktu lama dan biaya tinggi, sementara jalur non-

litigasi seperti melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) masih 

menghadapi keterbatasan dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, perlu adanya 

penguatan regulasi, peningkatan pengawasan terhadap kepatuhan pengembang, serta 

optimalisasi peran lembaga penyelesaian sengketa guna memastikan kepastian hukum 

bagi konsumen. Sebagai langkah ke depan, diperlukan sinergi antara pemerintah, 

pengembang, dan lembaga keuangan untuk menciptakan sistem perjanjian jual beli 

properti yang lebih transparan dan berkeadilan. Selain itu, edukasi kepada masyarakat 

mengenai hak-hak mereka sebagai konsumen juga perlu ditingkatkan agar mereka dapat 

lebih proaktif dalam menuntut haknya ketika mengalami wanprestasi. Dengan 

demikian, perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi properti dapat lebih 

terjamin, dan potensi sengketa akibat wanprestasi dapat diminimalisir. 
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